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ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the determining factors of public satisfaction with public
information services at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI). Public information
transparency is a vital element in realizing transparent and accountable governance, as mandated by
Law Number 14 of 2008. However, in practice, various obstacles are still encountered, such as slow
response times and procedures perceived as complicated by the public. The research method used is
quantitative with a causal associative approach. Data were collected by distributing questionnaires to
100 respondents who are users of BPK Rl's public information services using a purposive sampling
technique. Data analysis was performed using linear regression statistical techniques with the
assistance of the SPSS application. The research focus covers nine main factors: ease of requirements,
ease of systems and procedures, service speed, costs/tariffs, suitability of service products, officer
competence, officer behavior, speed of complaint handling, and facilities and infrastructure. The results
show that overall, these determining factors have a positive relationship with public satisfaction. Based
on the Model Summary analysis, these variables are able to explain 9.2% of the variation in public
satisfaction, while the remainder is influenced by other factors outside the research model. Empirical
findings confirm that ease of access, absence of fees, professional officer behavior, and the availability
of digital infrastructure are important contributors to increasing positive public perception of BPK RI's
services. The results of this study are expected to serve as input for BPK Rl management in conducting
evaluations and continuous service quality improvements.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penentu kepuasan publik
pada pelayanan informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Keterbukaan informasi publik merupakan elemen vital dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang transparan dan akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun, dalam
praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan seperti lambatnya respon dan prosedur yang dianggap
rumit oleh masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan pendekatan
asosiatif kausal. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang
merupakan pengguna layanan informasi publik BPK RI dengan teknik purposive sampling. Analisis
data dilakukan menggunakan teknik statistik regresi linier dengan bantuan aplikasi SPSS. Fokus
penelitian mencakup sembilan faktor utama, yaitu: kemudahan persyaratan, kemudahan sistem dan
prosedur, kecepatan waktu pelayanan, biaya/tarif, kesesuaian produk layanan, kompetensi petugas,
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perilaku petugas, kecepatan penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara keseluruhan faktor-faktor penentu tersebut memiliki hubungan positif
terhadap kepuasan publik. Berdasarkan analisis Model Summary, variabel-variabel tersebut mampu
menjelaskan variasi kepuasan publik sebesar 9,2%, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di
luar model penelitian. Temuan empiris mengkonfirmasi bahwa kemudahan akses, ketiadaan biaya
(gratis), perilaku petugas yang profesional, serta ketersediaan sarana prasarana digital menjadi
kontributor penting dalam meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap layanan BPK RI. Hasil
penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pimpinan BPK RI dalam melakukan evaluasi
dan perbaikan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Kepuasan Publik, Pelayanan Informasi Publik, BPK RI, Kualitas Layanan, Transparansi.

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dalam sistem pemerintahan
modern, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan
kebijakan, program, serta pelaksanaan tugas lembaga negara. Hak tersebut ditegaskan melalui
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang
mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan dan memberikan akses informasi kepada
masyarakat secara cepat, tepat, dan transparan. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat
dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan
serta meningkatkan akuntabilitas lembaga publik.

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip
keterbukaan tersebut. Lembaga negara dituntut untuk memberikan pelayanan informasi yang
berkualitas, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks
pelayanan publik, kepuasan masyarakat menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan
pelayanan yang diberikan oleh lembaga pemerintah. Kepuasan tersebut tidak hanya
dipengaruhi oleh ketersediaan informasi, tetapi juga oleh kualitas pelayanan yang meliputi
kecepatan pelayanan, kejelasan informasi, kemudahan akses, serta sikap dan kompetensi
petugas dalam memberikan layanan.

Sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia (BPK RI) memiliki peran strategis dalam menyediakan informasi kepada publik.
Informasi yang disampaikan oleh BPK RI, khususnya terkait hasil pemeriksaan keuangan
negara, memiliki nilai penting bagi masyarakat, akademisi, media, organisasi masyarakat sipil,
maupun lembaga legislatif dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan
negara. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan informasi publik yang berkualitas di lingkungan
BPK RI menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap
lembaga tersebut.

Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik, BPK RI telah menyediakan berbagai sarana
pelayanan informasi kepada masyarakat. Pelayanan tersebut dilaksanakan melalui Biro
Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Internasional (Humas dan KSI) dengan menyediakan
berbagai kanal komunikasi, baik secara langsung maupun melalui media digital. Secara
langsung, masyarakat dapat memperoleh informasi melalui layanan tatap muka di Pusat
Informasi dan Komunikasi (PIK). Sementara itu, secara digital BPK RI juga menyediakan
layanan melalui website e-PPID, aplikasi mobile e-PPID, email, serta layanan komunikasi
melalui WhatsApp. Penyediaan berbagai kanal layanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan
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efektivitas dan efisiensi pelayanan informasi publik serta mempermudah masyarakat dalam
mengakses informasi yang dibutuhkan.

Data pelayanan informasi publik BPK RI menunjukkan adanya peningkatan permintaan
informasi dari masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan pelayanan
informasi publik BPK RI tahun 2021-2024, jumlah permintaan informasi meningkat secara
signifikan dari 18.492 permintaan pada tahun 2021 menjadi 41.946 permintaan pada tahun
2024. Peningkatan tersebut menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi
yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan dan kegiatan BPK RI. Selain itu, data tersebut juga
menunjukkan bahwa seluruh permintaan informasi yang masuk telah ditindaklanjuti oleh BPK
RI

Meskipun demikian, peningkatan jumlah permintaan informasi juga berpotensi menimbulkan
berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tingginya volume
permintaan informasi dapat meningkatkan beban kerja petugas pelayanan, sehingga berpotensi
memengaruhi kecepatan respons dan kualitas pelayanan yang diberikan. Selain itu,
karakteristik informasi yang disediakan oleh BPK RI cenderung bersifat teknis dan sensitif
karena berkaitan dengan laporan hasil pemeriksaan keuangan negara. Kondisi ini menuntut
adanya pengelolaan informasi yang cermat serta kemampuan petugas dalam memberikan
penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat.

Selain faktor volume permintaan informasi, kualitas pelayanan informasi publik juga
dipengaruhi oleh berbagai aspek lainnya, seperti ketepatan dan keakuratan informasi yang
diberikan, kompetensi dan sikap petugas, kemudahan akses terhadap informasi, kejelasan
prosedur pelayanan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Apabila
faktor-faktor tersebut dapat dikelola dengan baik, maka pelayanan informasi publik dapat
berjalan secara efektif dan mampu meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.

Menurut Hardiyansyah (2011), terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan publik, yaitu kecepatan pelayanan, ketepatan dan keakuratan
informasi, kompetensi dan sikap petugas, kemudahan akses informasi, kejelasan prosedur
pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta transparansi dan akuntabilitas. Ketujuh faktor
tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan publik, termasuk dalam
pelayanan informasi publik di BPK RI.

Dalam konteks pelayanan informasi publik di BPK RI, faktor-faktor tersebut menjadi sangat
relevan mengingat informasi yang disediakan tidak hanya berkaitan dengan administrasi
pelayanan, tetapi juga menyangkut informasi hasil pemeriksaan yang memiliki implikasi luas
bagi masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, pelayanan informasi publik di BPK RI harus
mampu memberikan informasi yang cepat, akur

KAJIAN PUSTAKA

Dalam menelaah kualitas pelayanan, penelitian ini bersandar pada Teori Kualitas Pelayanan
(Service Quality Theory atau SERVQUAL) yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml,
dan Berry (2010), yang menekankan lima dimensi utama yaitu reliability, responsiveness,
assurance, empathy, dan tangibles. Kelima dimensi ini sangat relevan untuk menilai kualitas
pelayanan informasi publik di lembaga audit negara. Kualitas layanan menjadi penentu
langsung dari terbentuknya kepuasan masyarakat, yang mana kepuasan ini muncul ketika hasil
layanan sesuai atau melebihi ekspektasi yang dimiliki oleh pengguna.

Konsep kemudahan persyaratan menekankan penyederhanaan syarat administratif agar
masyarakat mudah mengakses informasi tanpa beban birokrasi yang berlebihan, sebagaimana
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dikemukakan Moenir (2010) bahwa persyaratan yang sederhana menunjukkan komitmen
inklusivitas instansi. Hal ini terkait erat dengan kemudahan sistem dan prosedur, di mana
tahapan layanan harus logis dan mudah diikuti guna meminimalkan kesalahan dan
mempercepat penyelesaian. Kecepatan waktu layanan menjadi kemampuan krusial lembaga
dalam merespons publik tepat waktu tanpa keterlambatan, yang merepresentasikan dimensi
responsiveness. Aspek biaya atau tarif pelayanan juga memegang peranan, di mana penetapan
tarif harus terjangkau, transparan, dan tidak diskriminatif, untuk mencegah munculnya persepsi
pungutan liar yang merusak citra lembaga.

Produk pelayanan, dalam hal ini berupa akurasi dan kelengkapan dokumen informasi publik,
harus diserahkan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan pengguna. Kualitas produk
tersebut sangat bergantung pada kompetensi dan perilaku petugas pelayanan. Kompetensi
mengacu pada pemahaman regulasi dan keterampilan komunikasi petugas (Sedarmayanti,
2017), sedangkan perilaku mencakup sikap profesional, keramahan, dan empati (Zeithaml et
al., 2010). Selain itu, kecepatan penanganan pengaduan menunjukkan tingkat daya tanggap
lembaga terhadap keluhan, yang secara psikologis memberikan rasa dihargai bagi masyarakat.
Terakhir, sarana dan prasarana merujuk pada kesiapan fasilitas fisik dan digital (seperti website
atau aplikasi) yang mampu menunjang kelancaran dan kenyamanan pengguna selama proses
pelayanan informasi berlangsung.

Kemudahan persyaratan merupakan salah satu faktor penting dalam pelayanan publik karena
menentukan sejauh mana masyarakat dapat mengakses layanan secara mudah dan tanpa
hambatan yang tidak perlu. Persyaratan pelayanan pada dasarnya harus dirancang secara
sederhana, jelas, dan tidak berbelit-belit sehingga dapat dipahami oleh seluruh lapisan
masyarakat. Persyaratan yang terlalu kompleks atau tidak relevan dapat memperlambat proses
pelayanan dan menurunkan efektivitas akses masyarakat terhadap informasi. Oleh karena itu,
penyederhanaan persyaratan menjadi salah satu upaya penting dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik. Persyaratan yang mudah dipenuhi tidak hanya mempercepat proses
pelayanan, tetapi juga menunjukkan komitmen lembaga publik dalam memberikan layanan
yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain kemudahan persyaratan, kemudahan sistem dan prosedur pelayanan juga menjadi aspek
penting dalam menentukan kualitas pelayanan publik. Sistem dan prosedur pelayanan yang
baik harus dirancang secara sederhana, sistematis, serta mudah dipahami oleh masyarakat.
Prosedur yang jelas dan tidak berbelit-belit akan membantu masyarakat memahami tahapan
pelayanan yang harus dilalui sehingga dapat meminimalkan kesalahan dalam proses pengajuan
layanan. Prosedur yang sederhana juga menunjukkan komitmen lembaga dalam menciptakan
pelayanan yang efektif dan efisien. Dalam perkembangan pelayanan publik modern,
kemudahan sistem dan prosedur juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang
memungkinkan masyarakat mengakses layanan secara lebih cepat, transparan, dan fleksibel.
Kecepatan waktu pelayanan menjadi faktor lain yang sangat menentukan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik. Waktu merupakan unsur penting dalam proses pelayanan karena
masyarakat pada umumnya mengharapkan layanan yang cepat, tepat, dan tidak bertele-tele.
Pelayanan yang dapat diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan akan
menciptakan persepsi positif terhadap kinerja lembaga publik. Sebaliknya, keterlambatan
dalam proses pelayanan dapat menimbulkan ketidakpuasan serta menurunkan tingkat
kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, instansi publik perlu memastikan bahwa proses
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pelayanan berjalan secara efisien melalui penyederhanaan prosedur, koordinasi internal yang
baik, serta pemanfaatan teknologi yang mendukung percepatan layanan.

Faktor biaya atau tarif pelayanan juga memiliki peranan penting dalam membentuk persepsi
masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Biaya pelayanan seharusnya ditetapkan secara
wajar, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat. Transparansi dalam penetapan biaya
menjadi bagian dari akuntabilitas lembaga publik karena masyarakat berhak mengetahui
komponen biaya yang harus dibayarkan dalam proses pelayanan. Biaya yang jelas dan
terjangkau akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyedia layanan,
sedangkan adanya biaya yang tidak transparan atau tidak sesuai ketentuan dapat menimbulkan
kecurigaan serta menurunkan kepercayaan publik.

Selain aspek biaya, kualitas produk pelayanan juga menjadi faktor yang menentukan tingkat
kepuasan masyarakat. Produk pelayanan publik merupakan hasil akhir dari proses pelayanan
yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks pelayanan informasi publik, produk pelayanan
berupa informasi yang diberikan kepada pemohon harus akurat, lengkap, relevan, dan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Informasi yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan
permintaan pemohon dapat menimbulkan ketidakpuasan serta menurunkan kredibilitas
lembaga penyedia layanan. Oleh karena itu, lembaga publik perlu memastikan bahwa setiap
informasi yang diberikan telah melalui proses verifikasi dan disampaikan dalam format yang
jelas sehingga dapat digunakan secara optimal oleh masyarakat.

Kualitas pelayanan publik juga sangat dipengaruhi oleh kompetensi petugas pelayanan.
Kompetensi petugas mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dalam
melaksanakan tugas pelayanan secara profesional. Petugas yang kompeten mampu memahami
prosedur pelayanan, menguasai substansi informasi yang diberikan, serta mampu menjelaskan
informasi kepada masyarakat secara jelas dan mudah dipahami. Kompetensi yang baik akan
membantu menciptakan pelayanan yang efisien dan akuntabel. Sebaliknya, kurangnya
kompetensi petugas dapat menyebabkan kesalahan dalam pelayanan, memperlambat proses
penyelesaian layanan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik.
Selain kompetensi, perilaku petugas pelayanan juga menjadi aspek penting dalam menentukan
kualitas pelayanan. Sikap ramah, sopan, dan responsif dari petugas dapat menciptakan
pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat. Interaksi antara petugas dan masyarakat
merupakan bagian penting dalam proses pelayanan publik karena melalui interaksi tersebut
masyarakat membentuk persepsi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga.
Petugas yang menunjukkan sikap profesional, empati, serta kesediaan untuk membantu akan
meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam memperoleh layanan. Sebaliknya, perilaku
petugas yang kurang ramah atau tidak responsif dapat menimbulkan persepsi negatif meskipun
sistem pelayanan telah dirancang dengan baik.

Aspek lain yang tidak kalah penting adalah kecepatan penanganan pengaduan, saran, dan
masukan dari masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi
publik dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Oleh karena itu, lembaga publik harus
memiliki mekanisme penanganan pengaduan yang jelas, transparan, dan responsif.
Penanganan pengaduan yang cepat dan tepat menunjukkan bahwa lembaga menghargai
masukan dari masyarakat serta memiliki komitmen untuk melakukan perbaikan pelayanan
secara berkelanjutan. Sebaliknya, pengaduan yang tidak ditangani dengan baik dapat
menimbulkan ketidakpuasan dan merusak citra lembaga di mata masyarakat.
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Faktor sarana dan prasarana juga menjadi pendukung utama dalam penyelenggaraan pelayanan
publik. Sarana dan prasarana pelayanan meliputi seluruh fasilitas yang digunakan untuk
mendukung proses pelayanan, baik fasilitas fisik maupun teknologi informasi. Ketersediaan
ruang pelayanan yang nyaman, peralatan teknologi yang memadai, serta sistem informasi yang
terintegrasi akan mempermudah proses pelayanan dan meningkatkan kenyamanan masyarakat.
Fasilitas yang memadai juga menunjukkan keseriusan lembaga dalam memberikan pelayanan
yang berkualitas.

Melalui kerangka teori tersebut, kualitas pelayanan dipahami sebagai faktor utama yang
memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan
informasi publik di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kepuasan masyarakat
dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh
lembaga. Faktor-faktor tersebut meliputi kemudahan persyaratan pelayanan, kemudahan
sistem dan prosedur pelayanan, kecepatan waktu pelayanan, biaya atau tarif pelayanan,
kesesuaian produk pelayanan dengan spesifikasi yang ditetapkan, kompetensi petugas
pelayanan, perilaku petugas pelayanan, kecepatan penanganan pengaduan, serta ketersediaan
sarana dan prasarana pelayanan.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan jenis
penelitian asosiatif kausal, yang bertujuan untuk menguji dan menjelaskan hubungan sebab-
akibat antara sembilan faktor pelayanan terhadap kepuasan masyarakat sebagai pengguna
layanan informasi publik. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Biro Hubungan Masyarakat
dan Kerja Sama Internasional (Humas dan KSI) BPK RI, yang berlokasi di Jakarta Pusat.
Pengumpulan data dilakukan melalui instrumen kuesioner berskala Likert (rentang skor 1
hingga 5) yang dibagikan kepada responden secara daring maupun luring.

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pemohon informasi yang pernah berinteraksi
dengan layanan informasi BPK RI, di mana ukuran sampel ditetapkan sebanyak 100 responden
berdasarkan perhitungan rumus Lemeshow. Teknik pengambilan sampel yang digunakan
adalah purposive sampling dengan kriteria responden meliputi: pernah mengajukan
permohonan informasi ke BPK RI dalam satu tahun terakhir, berusia 21-65 tahun, dan memiliki
pemahaman terkait layanan yang diberikan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan
perangkat lunak IBM SPSS untuk melakukan uji kualitas data (validitas dan reliabilitas), uji
asumsi dasar (normalitas dan homogenitas), serta analisis regresi (uji R Faktor/Model
Summary) untuk mengukur pengaruh dan sumbangan variabel-variabel penentu terhadap
variabel dependen kepuasan publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh laki-laki sebanyak 81 responden
(81,0%), yang mengindikasikan bahwa pemohon informasi terkait pemeriksaan dan keuangan
negara lebih banyak dilakukan oleh kelompok gender ini. Berdasarkan usia, kelompok umur
produktif antara 35 hingga 54 tahun mendominasi dengan 59 responden (59,0%), yang
umumnya memiliki tingkat kebutuhan informasi spesifik serta pemahaman prosedur yang lebih
matang. Latar belakang pendidikan responden mayoritas adalah lulusan Sarjana sebanyak 41
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responden (41,0%), diikuti oleh lulusan SMA (32,0%) dan Pasca Sarjana (20,0%),
menunjukkan bahwa layanan BPK RI banyak diakses oleh masyarakat dengan kapasitas literasi
dan akademik yang baik. Dilihat dari jenis pekerjaannya, kelompok Pegawai Negeri Sipil
(PNS) menjadi yang terbanyak dengan 27 responden (27,0%), disusul oleh pegawai swasta
(21,0%), pelajar/mahasiswa (17,0%), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (14,0%). Dalam
mengakses informasi publik, kanal digital Website e-PPID (e-ppid.bpk.go.id) terbukti menjadi
saluran utama yang paling banyak digunakan oleh responden, baik digunakan secara mandiri
(41,0%) maupun dikombinasikan dengan saluran email (25,0%).

Hasil pengujian instrumen membuktikan bahwa seluruh item pernyataan untuk kesembilan
variabel independen maupun variabel kepuasan publik dinyatakan valid dan reliabel. Nilai
signifikansi uji validitas seluruhnya berada di bawah 0,05 dengan r hitung melebihi r tabel,
sementara hasil uji Cronbach's Alpha memperoleh skor 0,987 untuk variabel prediktor dan
0,917 untuk variabel dependen, melampaui batas keandalan minimum 0,60. Data juga terbukti
berdistribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk (Signifikansi >
0,05) serta memenuhi kriteria homogenitas melalui Levene’s Test (Signifikansi > 0,05). Berikut
adalah hasil pengukuran pengaruh menggunakan Uji R Faktor:

Tabel 1. Hasil Ujia R

Tabel 1. Hasil Uji R Faktor (Model Summary)

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
B R S S

[1].3031.092|.082 | 2.31443 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS @

Berdasarkan Tabel 1, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,303 menunjukkan adanya hubungan
positif antara sembilan faktor penentu dengan kepuasan publik di BPK RI. Nilai koefisien
determinasi atau R Square tercatat sebesar 0,092, yang mengartikan bahwa variabel-variabel
berupa kemudahan persyaratan, sistem prosedur, kecepatan layanan, tarif, produk spesifikasi,
kompetensi dan perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta fasilitas sarana prasarana
secara bersama-sama mampu menjelaskan 9,2% dari variasi kepuasan publik. Sisanya sebesar
90,8% dipengaruhi oleh variabel eksternal di luar model penelitian, seperti karakteristik
psikologis individu, dinamika kebijakan nasional, maupun kualitas komunikasi eksternal.

Kemudahan persyaratan dan prosedur menjadi faktor fundamental karena penyederhanaan
birokrasi ini mampu menurunkan beban kognitif dan administratif masyarakat, sehingga
mendorong terciptanya kepuasan. Kecepatan waktu pelayanan dan ketiadaan pungutan biaya
yang tidak resmi (gratis) juga sangat krusial; layanan yang tepat waktu serta transparan secara
biaya dapat mengonfirmasi ekspektasi publik, memperkuat kredibilitas, dan sejalan dengan
prinsip-prinsip keterbukaan good governance. Selain itu, karena layanan di BPK RI berfokus
pada hasil audit dan data negara, produk pelayanan (dokumen yang akurat, relevan, dan utuh)
yang dikombinasikan dengan kompetensi serta etika perilaku petugas sangat memengaruhi rasa
aman pemohon informasi. Terakhir, efektivitas penanganan pengaduan yang tanggap serta
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dukungan infrastruktur teknologi (e-PPID) yang modern mampu memperkecil ruang hambatan
teknis dan membangun persepsi positif yang berujung pada meningkatnya kepuasan layanan
publik.

Kemudahan merupakan salah satu dimensi penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik
yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam konteks pelayanan informasi publik,
kemudahan mencakup kemudahan akses terhadap layanan, kejelasan persyaratan,
kesederhanaan tahapan pelayanan, serta kemudahan dalam memanfaatkan sarana layanan yang
disediakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dalam teori
kualitas pelayanan yang dikemukakan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry, kemudahan
akses berkaitan dengan dimensi tangibles dan responsiveness, di mana layanan yang mudah
diakses akan meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kualitas pelayanan. Pelayanan
yang memberikan kemudahan dapat mengurangi hambatan administratif, mempercepat proses
pelayanan, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan, sehingga
berdampak pada meningkatnya kepuasan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor
kemudahan memiliki hubungan positif dengan kepuasan publik. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin mudah layanan informasi publik diakses, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan
yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudahan akses melalui berbagai kanal pelayanan seperti
website e-PPID, email, dan saluran komunikasi lainnya memberikan fleksibilitas bagi
masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.
Kondisi ini sejalan dengan konsep aksesibilitas dalam pelayanan publik yang menekankan
bahwa layanan harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain kemudahan akses, kesederhanaan persyaratan dan prosedur pelayanan juga memiliki
peran penting dalam membentuk kepuasan publik. Prosedur pelayanan yang mudah dipahami,
tidak berbelit-belit, serta memiliki alur yang jelas akan memberikan rasa nyaman dan kepastian
bagi masyarakat sebagai pengguna layanan. Menurut Moenir, prosedur pelayanan yang baik
harus memenuhi prinsip kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian hukum. Prosedur yang
sederhana akan mengurangi potensi kesalahan, mempercepat proses pelayanan, serta
meminimalkan beban administratif bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kemudahan prosedur memiliki hubungan positif dengan kepuasan publik. Responden
cenderung merasa lebih puas ketika prosedur permohonan informasi disusun secara jelas dan
tidak memerlukan tahapan yang rumit. Dalam perspektif teori kualitas pelayanan, kemudahan
prosedur berkaitan dengan dimensi reliability dan assurance, di mana pelayanan yang konsisten
dan memberikan kepastian akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga
publik. Prosedur yang transparan juga selaras dengan prinsip good governance, khususnya
efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik.

Faktor lain yang berpengaruh terhadap kepuasan publik adalah kecepatan waktu pelayanan.
Kecepatan pelayanan mencerminkan efisiensi kerja organisasi serta kemampuan lembaga
dalam merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu. Dalam pelayanan informasi
publik, kecepatan waktu pelayanan berkaitan dengan lamanya proses sejak permohonan
informasi diajukan hingga informasi tersebut diterima oleh pemohon. Dalam teori kualitas
pelayanan, kecepatan pelayanan termasuk dalam dimensi responsiveness, yaitu kesediaan dan
kemampuan penyelenggara pelayanan untuk memberikan layanan secara cepat dan tepat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kecepatan waktu pelayanan memiliki pengaruh terhadap
kepuasan publik. Responden merasa lebih puas ketika pelayanan informasi diberikan dalam
waktu yang relatif singkat dan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Pelayanan yang cepat memberikan kesan bahwa lembaga publik menghargai waktu masyarakat
serta memiliki sistem kerja yang efektif dan profesional.
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Selain kecepatan pelayanan, faktor biaya atau tarif pelayanan juga memengaruhi tingkat
kepuasan publik. Dalam pelayanan publik, biaya tidak hanya berkaitan dengan besaran uang
yang harus dikeluarkan oleh masyarakat, tetapi juga mencakup transparansi dan kejelasan
biaya pelayanan. Pelayanan yang diberikan dengan biaya yang wajar dan transparan akan
meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pelayanan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung merasa lebih puas apabila pelayanan
informasi publik dapat diakses tanpa biaya atau dengan tarif yang jelas dan terjangkau. Hal ini
sejalan dengan prinsip pelayanan publik yang menekankan keterjangkauan dan keadilan dalam
pemberian layanan. Ketika masyarakat tidak dibebani biaya tambahan di luar ketentuan yang
berlaku, maka persepsi positif terhadap kualitas pelayanan akan meningkat.

Kepuasan publik juga dipengaruhi oleh kesesuaian produk pelayanan dengan spesifikasi yang
dijanjikan. Produk pelayanan dalam konteks pelayanan informasi publik dapat berupa
informasi, dokumen, atau data yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan permohonan
yang diajukan. Dalam teori kualitas pelayanan, kesesuaian produk pelayanan termasuk dalam
dimensi reliability, yaitu kemampuan penyelenggara pelayanan dalam memberikan layanan
yang akurat dan sesuai standar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih
puas apabila informasi yang diterima lengkap, akurat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Kesesuaian antara permohonan yang diajukan dengan produk pelayanan yang diterima
menunjukkan adanya keandalan dalam proses pelayanan serta mencerminkan profesionalisme
lembaga publik dalam menjalankan tugasnya.

Selain faktor sistem pelayanan, kualitas sumber daya manusia juga memiliki peran penting
dalam menentukan tingkat kepuasan publik. Kompetensi petugas pelayanan mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan.
Petugas yang kompeten akan mampu memahami prosedur pelayanan, menguasai substansi
informasi yang dimohonkan, serta memberikan penjelasan secara jelas kepada masyarakat.
Dalam teori kualitas pelayanan, kompetensi petugas berkaitan dengan dimensi assurance dan
empathy yang mencerminkan kemampuan petugas dalam memberikan rasa percaya,
keamanan, serta perhatian kepada pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
masyarakat merasa lebih puas ketika dilayani oleh petugas yang kompeten, komunikatif, dan
mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

Selain kompetensi, perilaku petugas pelayanan juga menjadi faktor penting dalam membentuk
kepuasan publik. Perilaku petugas mencerminkan sikap, etika, serta cara berinteraksi dengan
masyarakat selama proses pelayanan berlangsung. Petugas yang bersikap ramah, sopan, dan
responsif akan menciptakan pengalaman pelayanan yang lebih positif bagi masyarakat. Dalam
perspektif teori kualitas pelayanan, perilaku petugas berkaitan dengan dimensi empathy dan
assurance yang menekankan pentingnya perhatian serta sikap profesional dalam memberikan
pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai kepuasan dari
hasil akhir pelayanan, tetapi juga dari pengalaman interaksi yang mereka rasakan selama proses
pelayanan berlangsung.

Faktor lain yang turut memengaruhi kepuasan publik adalah kecepatan penanganan pengaduan,
saran, dan masukan dari masyarakat. Mekanisme pengaduan yang responsif menunjukkan
bahwa lembaga publik memiliki komitmen untuk mendengarkan serta menindaklanjuti aspirasi
masyarakat. Dalam teori pelayanan publik, responsivitas merupakan salah satu indikator
penting dalam menilai kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat
merasa lebih puas apabila pengaduan yang disampaikan ditanggapi secara cepat, jelas, dan
disertai dengan tindak lanjut yang nyata. Respons yang cepat terhadap pengaduan juga
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memberikan rasa dihargai kepada masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan
kepercayaan terhadap lembaga publik.

Selain faktor sistem pelayanan dan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan juga berperan penting dalam meningkatkan kepuasan publik. Sarana dan
prasarana mencakup fasilitas fisik, peralatan pendukung, teknologi informasi, serta lingkungan
pelayanan yang digunakan dalam proses pemberian layanan. Dalam teori kualitas pelayanan,
sarana dan prasarana termasuk dalam dimensi tangibles yang berkaitan dengan bukti fisik
pelayanan. Fasilitas pelayanan yang memadai, bersih, dan tertata dengan baik akan
memberikan kesan positif kepada masyarakat serta meningkatkan kenyamanan dalam
mengakses layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih puas
apabila pelayanan didukung oleh fasilitas yang memadai, sistem teknologi yang andal, serta
lingkungan pelayanan yang nyaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, kesembilan faktor yang meliputi kemudahan persyaratan,
kemudahan sistem dan prosedur, kecepatan waktu pelayanan, transparansi biaya/tarif,
kesesuaian produk informasi, kompetensi serta perilaku petugas, responsivitas penanganan
pengaduan, dan ketersediaan sarana prasarana terbukti menjadi penentu yang berkorelasi
positif terhadap kepuasan pelayanan informasi publik di BPK RI. Kemudahan akses layanan
secara digital (melalui e-PPID), ketepatan informasi dokumen audit, serta profesionalisme
interaksi yang ditunjukkan oleh para petugas mampu menjelaskan 9,2% tingkat kepuasan
publik, yang menandakan bahwa pemenuhan ekspektasi dasar masyarakat terhadap layanan
yang bebas dari hambatan birokratis dapat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik.
Untuk menjaga dan terus meningkatkan kualitas kepuasan masyarakat tersebut, pimpinan BPK
RI dan unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) disarankan untuk senantiasa
mengevaluasi serta menyederhanakan alur birokrasi agar semakin adaptif terhadap kebutuhan
pemohon. Bagian SDM perlu memberikan pelatihan berkelanjutan untuk memperkuat
kapasitas dan etika komunikasi petugas, sementara bagian teknologi dan sarana prasarana harus
mempertahankan keandalan ekosistem layanan digital agar responsibilitas waktu layanan,
akurasi dokumen, dan transparansi penyelesaian pengaduan dapat berjalan dengan prima dan
tanpa pungutan liar.
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